BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pertentangan pengaturan mengenai izin penggunaan tenaga kerja asing
terjadi karena perbedaan substansi antara Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Presiden Nomor
20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pertentangan pengaturan terjadi perihal
dihapuskannya IMTA sebagai syarat izin penggunaan tenaga kerja asing,
ditambahanya substansi jabatan yang tidak perlu mengurus RPTKA,
jangka waktu tenaga kerja asing bekerja di Indonesia yang lebih lentur,
tenaga kerja asing yang boleh merangkap jabatan, tidak jelasnya
pengaturan tentang tujuan serta jumlah tenaga kerja pendamping untuk
setiap tenaga kerja asing, serta banyaknya jumlah jabatan yang dapat
diduduki oleh tenaga kerja asing di Indonesia.

2. Ketidakpastian hukum menyebabkan terjadinya konflik norma pada Pasal
6, 9, 10, dan 26 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pasal 8, 9, 10, dan 29 Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bertentangan dengan aturan

penggunaan tenaga kerja asing yang di atur dalam Pasal 42-49 Undang-
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Undang Ketenagkerjaan yang merupakan aturan tertinggi pada
penggunaan tenaga kerja asing.

3. Upaya penyelesaian pertentangan pengaturan penggunaan tenaga kerja
asing dapat dilakukan dengan cara pengujian materil ke Mahkamah
Agung, menyelesaikan pertentangan pengaturan penggunaan tenaga krja
asing dengan penerapan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, serta
pengaturan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan ~ yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang
Ketenagakerjaan memungkinkan dilakukannya perubahan dengan tetap
mempertahankan IMTA dan mempermudah proses pengurusan IMTA
dan RPTKA, menghapus Pasal 10 Peraturan Presiden dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan, Izin untuk tenaga kerja asing seharusnya tidak
sesuai perjanjian kerja, tapi diatur oleh pemerintah dalam sebuah Pasal
yaitu, selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun,
menghapus pasal mengenai rangkap jabatan tenaga kerja asing, dan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang jabatan yang dapat diduduki

tenaga kerja asing sebaiknya dirundingkan kembali.

B. Saran
1. Bagi Peneliti Lain
a. Penelitian lanjutan dapat dilakukan oleh peneliti lain untuk melihat
hubungan harmonisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
mengatur penggunaan tenaga kerja asing dengan Peraturan Presiden,

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri
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Ketenagakerjaan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing di
Indonesia.

b. Penelitian sosiologis dapat dilakukan oleh peneliti lain untuk meneliti
perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap tenaga
kerja Indonesia dengan kehadiran tenaga kerja asing dan pengawasan
yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap tenaga kerja asing.

2. Bagi Pengambil Kebijakan Terkait

a. Untuk mendapat harmonisasi kedudukan antara Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang mengatur penggunaan tenaga Kkerja asing
dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penggunaan
tenaga kerja asing, beberapa pasal yang tidak harmonis seperti
penghapusan izin menggunakan tenaga kerja asing, pengecualian
pengurusan RPTKA, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, dan
rangkap jabatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, serta jabatan
yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebaiknya perlu dilakukan
pengkajian ulang agar kepastian hukum dalam penggunaan tenaga
kerja asing dapat terlaksana.

b. Pemerintah sebaiknya melakukan optimalisasi terhadap pengaturan
penggunaan tenaga kerja asing agar tidak terjadi disharmonisasi
pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dan
meningkatkan kinerja pelayanan pengurusan izin penggunaan tenaga
kerja asing tanpa harus menghilangkan syarat yang wajib dimiliki oleh

tenaga kerja asing.
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